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a. bahwa ancaman kebakaran mcrup&kan suatu bah.a.Ya yang 
dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang has, 
be.ii< tcrbadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang 
seeara langaung akan mcnghambat kclancaran pembe.ngunan, 
khusuanya Kota Makassar, oleb karena itu pcrlu ditanggulangi 
seeara lebih berdaya guna dan terus mencrus; 

b. bahwa pencegahan clan penangulangan bahaya kebebran di 
Oacrah sangat dibutuhkan untuk mcncegah adanyakorbanjiwa 
dan korban rnateri eerta menjamin raaa aman bagi ~ 
yang berada di sekitar kawasan yang rawan terjadi kcbakanul; 

c. bahwa untuk mcmberikan landasan hukum dalatn rangka 
pelaksanaan penccgahan dan penanegulangan kebakaran di 
Kota Makasaar, maka diperlukan pengaturannya daJam suatu 
Pcraturan Dacrah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagitimana dimakaud 
dalam huruf a, buruf b, dan huruf e, malta perlu mcnetapkan 
Pcraturan oaerab tentang Pencegahan dan Pcnanggulaogan 
Babaya Kebakaran. 

l. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan 
Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Nqpua Republik 
Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undana·Undang Nomor 28 Tabun 2002 centang Bangunan 
Ocdung (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 424 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tcntang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lcmbaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambehan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lcmbaran Nepra Republik Indoneaia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) sebapimana ~lab diubeh denpn 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kaja 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indoncoia 
Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor l Tahun 20 l l tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Neg;u'B. Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5188) sebepirnana telah diubah denpn 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentubn 
Penuuran Perundang-Undanpn (Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), aebepimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan ~turan ~dang-Undanpn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambeban 
Lembaran Negara Republik lndone$a Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinraban 
Daerah (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) aebapimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Nepra Republik Indoneaia Nomor 
6573); 
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11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagairnana telah diubah terakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Pcraturan Pemcrintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten·Kabupaten Gowa, Mares, dan Pangkajene clan 
Kepulauan dalam Lingkungan Oaerah Propinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar 
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggu)angan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2021 tentang Peratunm 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6628); 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 26/P'irr/M/2008 Tahun 2008 tentang Pel'$)'8ralan 
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Oedung dan 
Llngkungan; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 20/P"frr/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis 
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 

19. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Neg;>.ra Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produ.k Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kelruasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri sebaga.imana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Oaerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad.i 
kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan 
penanggu!angan kebakaran. 

7. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab daJam 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan 
atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melalrukan kegiatannya, bail< 
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 
kegiatan sosial, budaya, amupun kegiatan khusus. 

9. Bangunan Perurnahan adalah bangunan gedung yang sebaga.i bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah 
yang layak huni. 

DAN 
Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA MAKASSAR 

DAN 
WALJKOTA MAKASSAR 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TEN'l'ANG PENCEGAHAN 
PENANGGULANGAN BAfiAYA KEBAKARAN. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
!. Daerah adalah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Makassar. 

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota MakassarTahun 2016 Nomor 8); 

21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tabun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Malcassar 
Tahun 2016 Nomor 88); 



s 

10. Bangunan Permu.kiman adalah bangunan ge<lung dari lingkungan hwtiao yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempuyai prasarana, sarana, 
utilitas umum, serta mempunyai pcnunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan a tau kawasan pcrdesaan. 

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang 
diperuntuJckan untuk melayani masyarakar umum. 

12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus 
diperuntukkan untuk menganglrut ba.ban berbahaya. 

13. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang 
karena sifat, konsentrasi, dan/ a tau jumlahnya baik secara langsung maupun 
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

14. Pencegahan kebakaran adalah tingkat upaya yang dilakukan dalam rangka 
mencegah terjadinya kebakaran. 

15. PenangguJangan kebakaran adalah upaya yang dilakuka.n dalam rangka 
memadamkan kebakaran. 

16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran 
yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas. 

17. Sarana Penye1amatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung 
yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran. 

18. Akses pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat 
pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk perugas dan unit 
pemadam ke dalam bangunan gedung. 

19. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan 
bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. 

20. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau 
terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur 
bangunan, kompartcmenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat 
ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. 

21. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem roteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri 
atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem 
pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan slang 
kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti 
APAR dan pemadam khusus. 

22. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat yang 
digunakan untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api 
ringan. 

23. Alat Pcmadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat untuk 
memadamkan kebakaran yang digunakan untuk tindakan pemadaman 
kebakaran skala kecil/ menengah. 

24. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG 
adalah bagian dari manajemen gedung yang mewujudkan keselamatan 
penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan 
instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai. 



6 

25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat 
MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu 
lingkungan yang mempunyai potensi bahaya keba.karan. 

26. Sistem alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran 
tingkat awaJ yang mencalcup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran 
otomatis. 

27. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL 
adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka 
mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. 

28. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam keba.karan yang 
berada dalam bangunan gedung, dengan kopling peogeluaran 2,5 (dua setengahJ 
inci, 1.5 (satu setengah) incl dan kombinasi. 

29. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung. dengan 
kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci. 

30. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara 
otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertenru. 

31. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang 
berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gcdung arau bagian 
bangunan gcdung sampai bates aman pada saat kebakaran terjscli. 

32. Bencana lain adalah adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/ atau ha.rt.a 
benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, 
kecelakaan transportasi dan Baban Berbahaya. 

33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjuteya clisingkat PBG adalah periz:inan 
yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung intuk membangun beru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung 
sesuai standar teknis bangunan gedung. 

34. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponan 
proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggu!angan kebakaran. 

35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang. atau 
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagsi pemilik bangunan gedung, 

36. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan 
gedung, 

37. Penggunaan Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau 
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik 
bangunan gedung, yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung 
atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang clitetapkan 

38. Kawasan Kbusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra 
ekonomi, kawasan otorita, kawasan sentra bisnis distrik. 

39. Fire Safety Manager adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan 
MKKO atau MKKL. 

40. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 'usaha, balk yang berbadan 
hukurn maupun yang tidak berba.dan hukum yang berkedudukan dj wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

41. Unit Pelaksana Teknis yang selaajutnya dieingkat UPI' adalah Unit Pelal<Mna 
Teknis pada Oinas Pemadam Keba.karan Kota Makassar. 
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BABIV 
OBJEK DAN °PO<YrTE"'N$1 BAHAYA KEBAKARAN 

Bagian Kesatu 
Objek 

Pasal 5 
Objek pencegahan dan pennnggulangan bahaya kebekaran meliputi: 
a. be.ngunan gedung; 
b. bdngunan pcrumahan; 
c. kcndaraan bermotor; clan 
d. bahan berbe.haya dan beracun. 

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: 
a. objek dan potensi bahaya kebe.karan; 
b. pencegahan kebakaran; 
c. penanggutangan kebakaran; 
d. pengajian; 
e, pengendalian keselamatan kebakaran; 
f. peran serta masyarak.at; 
g. pembinaan dan pengawasan; dan 
h. sanksi. 

BABlli 
RUANG UNOKUP 

Pasal 4 

Pasal 3 
Peratu.ran Daerah ini bertujuan untuk: 
a. mewl.tjudkan kesiapsi'lgaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan 

gedung serta instansi terkait dalam mencegah clan IIlCllllllggula ~ 
kebakaran; 

b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penccgahan clan 
penanagulangan b&haya kebe.karan; 

c. mewujudkan penyelenggaraan pcncegahan kcbe.karan secara tertib, aman clan 
selamat; 

d. mewujudkan penyelenggeraan pcnanggulangan kebakaran yang antisipatif, 
erektif clan ramah linglrungan; clan 

e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan 
bahaya kebakaran dan dampalmya. 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan scbe.gai pcdoman dalam memberikan 
perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran. 

BABil 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
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(3) Kcndaraan bermotor khusus scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b 
mcmpunyai potensi babaya kebakaran berat II. 

Pasal 8 
(1) Kendaraan bennotor yar1g diatur dalaJn penc:egahan dan penanggulangan babaya 

kcbakaran terdiri dari: 
a. kendaraan bermotor umum; dan 
b. kcndaraan bermotor khusus. 

(2) Kendaraa.n bermotor umum eebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf a 
mcmpunyai potenei bahaya kebakaran scdnng I. 

Paragraf 3 
Kcndaraan Bcnnotor 

PasaJ 7 
(l) Bangunan perumaban di 1ingkungan .-mukiman yang tertata mempunyai 

potensi babaya kcbakaran ringan. 

(2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/ atau 
permukiman padat penduduk mempunyai potensi bahaya kebalcaran aedang m. 

Paragraf2 
Bangunan Pmunaban 

Paragraf t 
Bangunan Gcdung 

Pasal 6 
(1) Potenai bahaya kebe.karan pada bangunan gedung didasarkan pada; 

a. ketinggian; 
b. fungsi; 
c. luas bangunan gedung; dan 
d. isl bangunan gedung, 

(2) Klasifik.asi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. bahaya kebakaran ringan; 
b. bahaya kcbakaran scdang; dan 
c, bahaya kebakaran berat, 

(3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huru! b, terdiri 
atas: 
a. sedang I; 
b. sedang II; dan 
c. sedang m. 

(4) Bahaya kebakaran beret schegllimana dimaksud pada ayal (2) buruf e, tcrdiri 
atas: 
a. beret I; dan 
b. berat II. 

Bagian Kcdua 
Potensi 
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Paaal 11 
(II Setiap bangunan gedung wajib dileng)capi dcngan sarana penyelamatanjiwa.. 
(2) Sarana penyclamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari; 

a. sarana jalan kc luar; 
b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar; 
c. petunjuk arah jalan kc luar: 
d. komunlkasi darurat; 
e. pengcndall asap; r. tempat berbimpun sementara; clan 
g. tcmpat evakuasi. 

Paragraf2 
Sarana Penyelamatan Jiwa 

BA8V 
PENCEGAHAN KEBAKARAN 

Bagian Kesatu 
Bangunan Oedung 

Paragraf I 
Kewajiban Pemililc, Pengguna clan atau Sadan Pengelola 

Paaal 10 
(I) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan 

lingkungan gedung yang mempunyal potensi b8haya kebe.lauan s.-bea;>imana 
climalcsud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah 
kebakaran. 

(2) Untuk menccgah kcbakaran sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) pcmllik, 
peogguna dan/ a tau badan pengclola bangunan gedung wajib mcoyediakan: 
a. aarana penyclamatan jiwa; 
b. akses pemadam kebakaran; 
c. proteksi kebakaran; clan 
d. manajemen keselamatan kebakaran gcdung. 

(1) Bahan berbahaya terdiri dari: 
a. bahan berbahaya mudah melcdak; 
b. bahan gas bertekanan; 
c. bahan cair mudah menyala; 
d. bahan padat mudah menyala (llmmable eolida) dan atau mudah terbekar 

jilca buah; 
e. Bahan oksidator, perokaida organ.ik; 
r. bahan beracun; 
g. bahan radio akti!; 
b. bahan peruaak; clan 
i. bahan berbahaya lain. 

(2) Bahan berbalulya sebagaimana dim•lcrud pada ayat (1) mempunyai potensi 
bahaya kebakaran berat II. 

Paragraf 4 
Bahan Berbahaya 

Pasal 9 



(2) Akses mencapai bangunan gcdung sebegalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari: 
a. akses kc lokasi bangunan gedung; dan 
b. jalan masuk dalarn lingkungan bangunan gcdung. 

(3) Akses masuk kedalam bangunan gcdung acb&pimana d.imaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari: 
a. pintu masuk ke dalam bangunan gcdung melalui lantai dasar; 
b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan 
c. pintu masuk kc ruang bawah tanah. 
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Paragraf 3 
Akses Pemadam Kebakaran 

Paaal 12 
(!) Akses pemadam kebakaran sehepimanadimakaud daU.m Pasal IOayat (2) huruf 

b meliputi: 
a. aksee mencapai bangunan gcdu.ng; 
b. akses masuk kedalam bengunan gedung; dan 
c. area operaaional, 

(8) ~jian persyaratan teknis sarana penyelarnatan jiwa dilakukan oleh lnstansi 
terkait untuk mendapatkan sertifikasi yang dapat digunakan untuk ketcnruan 
sertiflkat laik fungsi. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan telmis sarnna penyelamatan jnra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. 

(3) Saranajalan kc luar eebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: 
a. tangga kebalcaran; 
b. ramp; 
c. koridor; 
d. pintu; 
e. jalan/ pin tu penghubung; 
r. belkon; 
g. ear pemadam kebakaran; dan 
h. jalur lintas mcn\tju jalan ke luar. 

(4) Sarana penyelamatan jiwo sebogaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu 
dalam kondisi beik dan ai&p pakai 

(5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gcdung. 
jumlah, ulruran, jarak tempub dan konstruksi saran.a jalan kc luar S<'bagaimana 
dimalcsud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, 
ketinggjan bangunan gcdung, jumlah penghuni dan ketenle<tiaan sistem 
sprinkler otomads. 

(6) SeJaln saranajalan kc luar eebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalatordapat 
difungsikan sebagai sarana jalan ke luar. 

(7) Tempat berhimpun sementara eebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus 
memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suaru lantai pada bangunan 
yang lcarena ketinggiannya menuntUt lcbib dari saru tempat berhimpun 
sementara. 
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Pasal 15 
(1) Klaaifikasl konetrukst bangunan gedung dikaitkan dengan tingkat ketahanan api 

sebagaimana dimakaud dalam PaaaJ 13 ayat (2) huruf b terdiri dari: 
a. Tipe A; 
b. Tlpe B; dan 
c. Tipe c. 

Pasal 14 
(I) Bahan bangunan gedung sebagaimana dlmaksud da1arn Pasal 13 ayat (2) buruf 

a yang digunakan pada konstruksi b&ngunan gedung harua memperhitungkan 
sifat bahan terbadap api. 

(2) Sifat bahan sebegaimana dimaksud pada ayat (!) mcliputi sifat bakar, aifat 
penjalaran dan sifat penyalaan bahan. 

(3) Untuk meningk:atkan mutu aifat bahan terhadap api <ligunakan bahan 
penghambat apl. 

Pasal 13 
(1) Proteksi kebal<aran acbagalmana dimalcsud d•lam Pasal 10 ayat (2) huruf c tcrdiri 

dari: 
a. protcksi pasif; dan 
b, protekai aktif. 

(2) Proteksi paaif sebagnimana dimakaud pe.da ayat (I) huruf a meliputi: 
a. bahan bangunan gedung; 
b. konstruksi bangunan gedung; 
c. kompartemenisasi dan pemisahan; clan 
d. pcnutup pada bukaan. 

(3) Proteksi akt:if sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. alat pemadam api ringan; 
b. aiatem detckai clan aJann kebakaran; 
e. aistem pipa tegak dan slang kebakaran eerta hidran halaman; 
d. aistem sprinkler otomatis; 
e, aistem pengendali asap; 
f. lift kebakaran; 
g. pencahayaan darurat; 
h. penunjuk arah darurat; 
i. sistem pe.sokan daya listrik darurat; 
J· pusat pengendali kebakaran; clan 
k. inatalaai pemadam khueus. 

Parqra.£4 
Protcksi Kebakaran 

(4) Area cperasional sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf c terdiri dari; 
a. lcbar clan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan 
b. perkeras mampu menahan bcban mobil pemadam kebakaran. 

(5) Ketcntuan It 1 lanjut mengenai persyaratan tcknis akses pemadam kebakaran 
sebagaiman« :timaksud peda ayat (1) diatur dalarn Peraturan Walikoca. 
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Pasa120 
( 1 I Si stem detcksi dan alarm kebakaran sebegaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 ayat 

(3) huruf b harus disesuaikan dcnpn klasi6kasi potensi bahaya kcbakaran.. 

(2) Sistem detcksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat {I) Mru& 
selalu dalam kondisi bail< clan siap pekai. 

(3) Kctcntuan lebih lanjut mengenai persyaratan tcknis dan tata cara pem•sanpn 
sistem deteks1 dan alarm kebakaran sebe.gaimana dimaksud pada ayat {I) diatur 
dalam Pcraruran Walikota. 

Pasal 19 
Setiap orang dan/atau badan hukwn dilarang memprodulcsi dan/atau 
mempcrdagangkan dan/atau mcnggunakan alat pemadam api yang bcrisi beban 
yang mcmbahayakan kesebatan, keseJamatan jiwa clan lin&l<ungan hidup. 

(31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perayaratan pcncntuan jenis, daya padam, 
jumlah clan pcnempatan alat pemadam api sebegaimarua dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Pcraturan Walikota. 

(2) Pencntuan jenis, daya padam dan pcnempatan alat pcmadam api ringan yang 
disediakan untuk ~madaman, harus disea11ailcan dengan klasifikasi bahaya 
kebekaran. 

Pasal 18 

(II Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a,yat (3) huruf 
a harus selalu dalam keadaan slap pekai clan dilengkapi dengan petwUuJ< 
pengguna.an yang memuat urutan singkat clan jelas tcntang cara pcnggunaan, 
ditcmpatkan pada tcmpat yang mudah dilihat clan dijang}(au. 

Pasa117 
(11 Penutup pada bukaan sebagoimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 hwuf d 

balk hori20ntal maupun vertikaJ b.anls dari 1-han yang tidalc: mudah terbakar. 

(21 Kctcntuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pe.da bi1kaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (II diatur dalam Pcraturan Walikota. 

Pasa116 

Kompart.emenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 13 ayal (21 
huruf c harus dari konstruksi tahan api clan disesuaikan dengan fungsi ruangan, 

(31 Ketcntuan le":ih lanjut mengcnai persyaratan tingkat ketahanan api sebe,ga.imana. 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peratutan Walikota. 

(2) Tingkat kctahnnan api sebagimana dimaksud pada ayat (I) meliputi kctahanan 
terhadap kcr anruhan struktur, pencmbusan api clan asap scrta mampu 
menahan pcning}(atan pana.a kc permukaan sebelah yang dinyatakan d•lam 
satuan wakr~. 
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Pasal 23 

(l) Siatem pengendali asap aebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c 
harus didasarkan pada klasilikasi potcnsi bahaya kebakaran. 

(2) Sistem pcngcndali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hams aelalu dalam 
kondisi baik dan siap pakai. 

(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai persyaratan tcknis dan tatacara pemasangan 
siatem pengendali asap eebepimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <liamr 
dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 22 
(1) Sistem sprinkler otomatia sebagitlmana dimaksud dalam Paoal 13 ayat (3) buruf 

d terdirl dari instalasi pcmipun, penyediaan air dan pompa kebakaran. 
(2) Sistem sprinklcrotomatia se"-g;iimana dimakaud pada ayat (!) barus didasarlcan 

pada klasifikasi potensi be.haya kehakaran terberat. 
(3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau ~ saru 

bangunan gedung dcngan memperhatilcan aksea clan vcntilaai aerta 
pemeliharaan. 

(4) Sistem sprinkler otomatis aebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aelalu 
da1am kondisi balk dan siap pekai. 

(5) Untuk bangunan gedung yang karcna ketinggiannya menuntut penempatan 
pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat 
ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatilcan akses dan ventilasi 
serta pemeliharaan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan te.knis dan tatacara pemasanpn 
siatem aprinklcr otomatis aebepimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Walikota. 

PasaJ 21 
(I) Siatem pipa tegak dan slang kebekaran serta hidran halaman se"-g;iimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa teg;ak slang kebakaran, 
hidran halaman, pcnycdiaan air dan pompa kehakaran. 

(2) Sistem pipe. tegak dan slang kehakaran sena hidran halaman aeholgaimana 
dimaksud pada ayat (I) harus didasarkan pada klasifilaui potensi, bahaya 
kehakaran. 

(3) Sistem pipa tegak dan slang kebekaran serta hldran halaman se"-g;iim•na 
dimaksud pada ayat (1) hams aelalu dalam kondisi bail< dan siap pakai. 

(4) Ruangan porn pa hams ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan 
gedung dengan memperhatikan akses clan ventilam serta pemeliharaan. 

(5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya mcnuntut penempatan 
pompa kebal iran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat 
ditempatkan ~ada lantai yang sesuai dengan memperbatikan akaes clan ventilasi 
sert:a pemelit 'U'WU\. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis clan tatacara pemasangan 
sistem pipa tega.k dan alang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) sampai dengan ayat (5) diatur dalam 
Perat:uran Walikota. 



Pasal 27 
(1) Sistem pasokan daya Ilstrik darurat sebegaimana dimaksud dalam Pasal 13 -rat 

(3) buruf i berasal dari sumber daya utama dan daruraL 

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat eebagaimana dima.ksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat; 
b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk atah darurat; 
c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan 
d. sumber daya listrik darurat mampu be.kerja secara otomatis tanpa terputus. 

(3) Sistem paaokan daya listrik darurat sebapimana dimaksud pada ayat (2) harus 
selalu dalarn kondisi balk dan siap pakai. 

(4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat kc sarana protelc$i aktif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat (3) barus mengunakan kabel 
tahan api, tahan air clan benturan sesuai Standar Nuional Indonesia. 

(5) Pemasangan instalasi listrik hanya dapat dilalrukan oleh lembaga atau badan 
usaha yang memiliki eerti.fikat kompetensi dan sertilika.t baden uaaha yang 
dimilild. 

Pasal 26 
(1) Penunjuk arah darurat eebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ll}'at (3) huruf h 

harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangg;a kebakaran. 
(2) Pcnunjuk arah darurat harus mcngarah pada pintu tangga kebakaran clan pintu 

keluar. 
(3) Penurtjuk arah darurat eebagaimana dimaksud pada ll}'Qt (I) harus selalu da1aln 

kondisi ba.ik dan siap palcai. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan telmis dan tata cara pemasanpn 
pcnunjuk arah daru.rat sebegaimana dimaksud pada 11}'81 (1) sampai dengan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan Walikota. 

PasaJ 25 
(1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 13 -rat (3) huruf g 

harus dipasang pada saranajalan Ice luar, taJll!P kebekaran dan ruang khusus. 
(2) Pencahayaan darurat sebagnimana dimaksud pada ayat (I) barus selalu dalam 

kondisi baik dan aiap pakai. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasanpn 
pencahayaan darurat sebegaimana dimaksud pada -rat (I) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 24 
( l) Lift kebakaran eebQgalmana dimaksud daJam Pasal 13 ayat (3) huruf f wa,jib 

dipasang peda bangunan gedung menengah, tinggi dan baa<mtent dengan 
kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah. 

(2) Lift penumpang clan Lift barang dapat difungsikan eebagai Lift kebakaran. 
(3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aelalu daJam kondisi 

baik clan siap pakai. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan telmis dan tatacara pemasan1p1n 

Lift kebakaran sebagiiimana dimalalud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
daJam Peraturan Walikota. 
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Paragraf 6 
Manajemen Kcselamatan Kcbakaran Oedung 

Pasal 30 
(1) Pemilikclan/atau pengguna bangunan gedungyang mcngclola bQngunan gedung 

dengan jumlah penghuni paling rcndah 500 (lima ratus) orang atau yang memil.iki 
luas minimal 5000 ml atau mempueyai ketinggjan bangunan lebih dari 8 
(dclapan) lantai wajib membentuk MKKO. 

(2) MKKG sebagaimana dimaksud pada 11,)'&t (1) dipimpin oleh Fire Safety Mo=ger 
yang bertindnk scbagai kepala MKKG. 

(3) Fire Safety Manager scbQgaimana dimaksud pada ll)'at (2), harus memilild 
scrtifi.kat kompetensi yang dipcroleb dari lembega scrtifika.si dan tenlaftar di 
Dinas, 

(4) MKKG diwajibkan untuk mcngikuti pelatiban yang diselenaa;aralcan oleh Oinas. 

(5) Ketcntuan Jcbih lanjut mengcnai struktur organisasi, tugii.s dan fungsi MKKO, 
sebsgaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pcraturan Walikota. 

(6) Pemeriksaan keliatrikan secara periodik terhadap instalaai listrik dilalcukan 
terhadap instalasi kabel yang sudah berusia lebih dari 15 tahun. 

(7) Ketentuan lebih lartjut mengenal persyaratan telmis clan tatacara pemasangan 
sistem pasokan daya liatrik darurat clan inst.alasi listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota 

Pasal 28 
(I) Bangunan gedung denpn potensi bahaya kcbakaran 9Cdang dan berat harus 

dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran. 
(2) Bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut 

dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama barus ditempatkan pada 
bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat. 

(3) Pusat pengendali kebakaran clan pusat pengcndali kebeltaran utama 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan 
apl dan ditempatkan pada lantai dasar. 

(4) Pusat pengendall kcbakanm dan pusat pengendali keb&karan ucama 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I) clan ayat (2) harus aelalu dalam kondisi 
baik dan siap pakai. 

(5) Kctentuan lebih lartjut mcnge:nai persyaratan tcknis pusat pcngendali kebakaran 
dan pusat pengendali kebakaran utama sebsgaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 29 
(I) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang bcrisi barang dan pcralatan 

khusus harus dilindungi dengan instalasi pcmadam khusus, 

(2) Inst.alasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdi.ri dari; 
a. sistem pemadaman mcnyeluruh; clan 
b. aistem pemadaman setempat. 

(3) Instalasi pemadam khusus scbagaimana dimaksud peda ayat (1) harus selalu 
dalam kondisl bail< dan siap pakai. 
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Bagian Keempat 
Bahan Berbahaya 

Pasal 34 
(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan 

berbahaya wajib: 
a. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memproses 

bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar yang 
memililci luas bangunan minimal 5000 m• atau beban hunian 500 org atau luas 
areal atau site 5000 m• diwaiibkan menerapkan manajemen proieksi 
kebakaran; 

Paragraf7 
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan 

Pasal 31 
(1) Badan pengelola yang mengelola suatu lingkungan wajib membentuk MKKL. 
(2) MKKL sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dipimpin oleh Fire Safety Manageryang 

bertindak selaku kepala MKKL- 

(3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat 
kompetensl yang diperoleh dari lembaga sertifikasi dan terdaftar' di Dinas. 

(4) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib 
menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan 
potensi bahaya kebakaran. 

(5) Prasaranadan saranapenanggulangan kebakaran sebagaimanadimaksud padaayat 
(3) meliputi antara lain: 
a. pasokan air; 
b. jalan lingkungan; 
c. sarana komunikasi; 
d. data tentang sistem proteks! kebakaran lingkungan; 
e. fasos/ fasum; 
f. apar; 
g. mobil pompa; 
h. mobil tangga; dan 
i. peralatan pendukung lainnya. 

(6) Kctentuan lebih lanjut mengenai struktur crganisasi, tugas dan fungsi MKKL, 
sebaga!mana dimalcsud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 
Bangunan Perumahan 

Pasal 32 
( 1) Bangunan perumahan yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarans 

pencegaban dan penanggulangan kebakaran. 
(2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggui&\gan kebakaran 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengembang. 

Bagian Ketiga 
Kendaraan Bermotor 

Pasal 33 
(1) Setiap pem.ilik clan atau pengelola kendaraan bermotor umum yang memiliki fasilitas 

terminal wajib menyediakan alat pemadam kebakaran. 

(2) Setiap pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan 
alat pemadam kcbakaran. 



Bagian Kedua 
Pada waktu Terjadi Kebakaran 

Pasal 38 
Dalam ha! terjadi kcbakaran, pemilik, pcngguna dan/ atau badan pengelola 
bangunan gedung, pcmilik dan/ atau pengelola kendaraan bermotor khusus da.n 
orang atau badan usaha yang mcnyimpan dan/ atau memproduksi bahan berbahaya 
wajib melakukan: 
a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pencarian sumber api, 

pemadaman kcbakaran dan pengamanan lokasi; 
b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait. 
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Pasal 37 
Kendaraan pemadam kcbakaran yang sedang bertugas memiliki hak utama untuk 
didahulukan, sehingga masyarakat atau kcndaraan bermotor yang berada padajalur 
tersebut harus memberikan jalur dan tidak menganggu. 

Pasal 36 
Pemilik pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung. pemilik dan/atau 
pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang 
menyimpan dan/ atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan 
kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas. 

BAB VI 
PENANOGl.JLANGAN KEBAKARAN 

Bagian Kesatu 
Kesiapan Penanggu!angan 

Pasa! 35 
(1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di Kota Makassar 

dibentUk Kantor lJPT Kebakaran, untuk wilayab kecamatan dibentuk kantor 
sektor pemadam kebakaran dan dikelurahan dibentuk pos pemadam kebekaran, 

(2) UPT, Kantor Sektor, dan Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilcngkapi 
dengan prasarana dan sarana penanggula.ngan kebakaran dan bencana lainnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PembentUkan Kantor l.JPT Kebakaran, kantor 
sektor pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran diatur da!am 
Peraturan Walikota. 

b. menyediakan alat isolasi tumpahan; 
c. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, 

manajemen keselamatan kebakaran gedung; 
d. menginformasikan dallar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diprodUksi; dan 
e, memasang plakat dan/ atau label penanggu]angan dan penanganan bencana 

bahan berbahaya. 
(2) Setiap pemilik dan I a tau pengelo!a kendaraan bermotor khusus yang 

mengangkut bahan berbahaya wajib: 
a. menyediakan alat pemadam kebakaran ringan dan alat pcrlindungan awak 

kendaraan sesuai dengan potenei bahaya kebakaran; 
b. memasang plakat penanggu!angan dan penanganan bencana bahan 

berbahaya; dan 
c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kcpada Dinas tcrkait. 
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Bagian Ketiga 
Pcmeriksaan Sebab Kebakaran 

Pasal 44 
(1) Dinas rnelakukan pemeriksaa» unwk mengetahui sebab terjadiny& kebekaran. 

(2) Oalam melalrukan pemeriksaan sebagaimana dimakaud pada ayat (I}, Dinas 
berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan asosiasi kelistrikan. 

Pasal42 
(1) Pcnansgulangan kebala>.ran yang terjadi di perbataaan willl,Yllh Oaerah dcnpn 

Kota Makassar clan di Kawasan Khusus ditanggulangi bef'S8m& oleh Kci-Ia 
Daerab dan Pcngelola Kawasan Khusus. 

(2) Pelaksanaan penanggulangan lrebakaran achagioimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan rnelalui kerjasama an tar Kepala Oaerah/ pengelola kawasan khusus 
dan ditetapkan dengan keputusan bersama Pemerintah Daerah. 

Pasal 43 
Selain penanggulangan kebakaran sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 42 llYQ.l (I) 
Walikota melalui Dinaa dapat mcmbantu penyelematan korban bencana yang terjadi 
di luar wilayah Kola MakaJlsa.r. 

Pasal 41 
(1) Oalam menccgah mettjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau bad•n 

pengelola bangunan gcdung/ peka.rangan harus memberikan izin kepada petups 
pemadam kebakaren untuk: 
a. memasuki bangunan gedung/pekarangan; 
b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar; 
c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidnn b•laman yang betada 

dalom daerah kebakaran; 
d. memanfaatkan fasiliias yang tersedia di gedung untuk memperm\ldah 

operas! pemadaman; 
e. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan 
f. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operas; pemadamaa dan 

penyelamatan. 
(2) Pcrusakan/perobohan bangunan gedung aebapimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf e, dilalrukan berdasarkan situasi dan kondisi di laJl'Ulgan. 

Pasal 40 
(1) Pada waktu terjadinya kebaknran melakukan pemadaman dini sesuai denpn 

Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan. 

(2) Kejadian yang tcrjadi di lokasi kebakaran yang disebeblcan lcarena tidalc 
dipatubinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ll)'at (1) 
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan. 

Pasal 39 
Sebelum petugaa Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Re!awan 
Kebakaran). Lurah dan instansi terlcait aegera melaku.kan tindalcan pena.ngulanpn 
dan pengamanan sesuai tugas clan fungsinya. 
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(!) Walikota melalui Dinas bersama Instansi terkait memberikan rnasukan pada 
tahap perencanaan pembangunan gedung baru dan melakukan pemeriksaan 
pada tahap perancangan, pelaksanaan, clan penggunaan bangunan gedung baru. 

(2) Tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ), Dinas memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas 
pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai 
akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran 
untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan. 

(3) Tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas memberikan masukan kepada perangkatdaerah yang tugas pokok 
dan fungsinya bertanggung jawab dal<un bidang penataan dan pengawasan 
bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. sarana penyelamatan; 
b. akses pemadam; 

Bagian Kesatu 
Bangunan Gedung Baru 

Pasal 46 

BAB Vlil 
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN 

(2) Sertiflkat uji mutu komponen dan bahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
berlaku selama 3 (tiga) tahun. 

BAS VII 
PENGUJIAN 

Pasal 45 
(1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor 

bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggu!angan 
kebakaran wajib memperoleh sertilikat uji mutu komponen dan bahan dari Dinas. 

(3) Dalarn hat terjadi bencana lain, Dinas melalrukan tindakan penyelamatan jiwa 
dan harta benda. 

(4) Dalam melalrukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, 
pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan 
harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk: 
a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan 

gedung/pekarangan/jalan raya; 
b. membanru memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya; 
c. merusak/ memotong alat transportasi; dan 
d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam cperasi penyelamatan. 

(5) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan lnstansi terkait, 
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Bagian Kcdua 
Bangunan Oedung Eksisting 

Pasal 47 
(1) Untuk mengctahul kondisi keselamatan kebakaran peda bangunan gcdung 

elcsisting berfungsi dcngan baik, wajib dilalcukan pemerikaaan secani berkala 
oleh pemilik, penggunn dan/ atau badan pengelola be.ngunan eedung dcngan 
mcnunjuk pengkaji teknis. 

(2) Hasil pemeriksaan berkala yang clilaku.kan oleh pcngkaji tclmis sebagilimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pcmilik, pcngguna dan/atau badan 
pcngelola bangunan gedung kepada Dinas setiap tahun. 

(3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, penguna dan/atau 
badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dina8 dapat 
melakukan pcmeriksaan kc lapangan. 

(4) Selain ketentuan eebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat meJakukan 
pemeriksaan scwalau-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola be.ngunan. 

Paw48 

(I) Apabila berdasarlcan pcmeriksaan ke lapangan, kinerja siatem protem 
kebakaran terpasang, akses pcmadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa 
sesuai dengan ketencuan pereturan perundang-undangan, Dinaa memberikan 
Scrtifikat Keselamatan Kcbakaran. 

(4) Tahap pelaksan.aan pembangunan gcdung baru seh'lgaimana d.imaksud pada 
ayat (1), Dinas melaksanakan pengawasan beTka1a sesuai ~s pokok dan fungsi 
dan/atau pengawasan bersama peranglcat claerah yang tups pokok dan 
rungsinya bertanggungjawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan 
dan/atau Tim Ahli Bangunan Oedung untuk memerikaa ke8cauaian antara 
pmbar gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Pl:raetujuan 
Bangunan Ocdung dengan pelaksanaan di lapangan. 

(5) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pc1aJcsanaan pembangunan di 
lapangan, Dlnas memberikan peringatan kepada pemilik ba.ngunan dan/atau 
pelaksana pembangunan untuk menyesuaikan denpn Pcraecujuan Bangunan 
Oedung. 

(6) Pada saat bangunan gedung akan cligunakan sebegiiimana climaksud pada ayat 
(1), dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran 
terpasang, akses pemaclam kebe.karan dan sarana penyelamatan jiwa. 

(7) Apabila berdasarkan basil pemerikaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memenuhi persyaratan, Dinas memberiltan pcnientjuan berupa surat 
persctujuan sebagai daaar untuk pencrbitan Scrtilikat Lailc Fungsi. 

c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan 
d. konsep manajemen penyelamatan. 
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Pasal 52 
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, 
mendistnousikan, memperdagangkan a tau mengedarkan segala jenis alat pencegah 
dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas. 

Pasal 51 
Setiap orang dan/ atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, 
pengawasan, pengksji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan 
kebakaran wajib mendspat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi 
Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pads Dinas. 

Bagian Ketiga 
Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran 

Pasal 50 

(I) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan 
mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gcdung tertentu 
sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan 
kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Bangunan gedung stau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses 
pemadam kebakaran dan sarana penyclamatan jiwa sesuai dengan potensi 
bahaya kebakaran. 

(3) Dalam ha! bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah 
dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana 
penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pads ayat (2), Dinas terl<ait 
memben1<an pereeeujuan bcrupa rekomendasi atas perubahan fungsi. 

Pasal 49 

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pads bangunan gedung 
atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 syat 
(2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam 
kebakara.n dan sarans penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas 
melakukan tindakan scbagaimana dimaksud dalam Pasa1 48 ayat (3) dan ayat (4). 

(2) Sertifikat Keselamatan Kcbakaran eebagaimana dimaksud pads ayat (I), 
merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertilikat laik fungsi. 

(3) Apabila berdasarkan pemcriksaan ke lapangan, kinerjs sistem proteksi 
kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarans penyelamatan jiwa 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und~, Dinas 
memberikan peringatan tertulls dengan memasang papan peringatan yang 
bertuliskan 'BANGUNAN IN! TIDAK MEMENUHI KESEIAMATAN KEBAKARAN". 

(4) Bangunan gedung yang tidak mcmenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pads ayat (3) selain dipssang papan peringatan juga diumumkan kepada 
masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika. 



BABXI 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 56 
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau 

penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan peianggaran atae 
kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses 
pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi ad.ministrasi. 
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Pasal 55 
{l) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi 

kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarans. 
penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan 
bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Dinas berkoordinasi dengan lnstansi terkait di tingkat pusat dan peranglau 
daerah lainnya. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 54 
Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, 
badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan 
bennotor khusus; penyimpan bahan berbabaya, penglcaji teknis dibidang 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi 
kebakaran, relawan kebakaran, MKKG, MKKL, forum komunikasi kebakaran dan 
masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 53 
(I) Masyarakat harus berperan aktif dalam: 

a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di 
lingkungannya; 

b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana 
dan sarana pernadam kebakaran di lingkungannya; 

c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan 
d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran. 

(2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) huruf a di tingkat Rukun Warga dan Kelurahan dapat 
dibentuk SKKL. 

(3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Relawan Pemadam 
Kebakaran, prasarana dan sarana serta prosedur tetap. 

(4) Di tiap Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan, Forum 

Komunikasi Kebakaran dan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dalam Peraturan Walikota. 
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NOREO PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINS! SUIAWESI SEV.TA.N 
NOMOR: B.HK.01.029.22 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

SEKRETARJS KOTA MAKASSAR, 

M.ANSAR 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR 

WALIKOTA ~ 

Ditetapkan di Makassar 
pad.a tanggal 

Pasal 57 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Oaerah Kota Makassar. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertu!is; 
c. pembatasan kegiatan pembangunandan/atau kegiatan usaha; 
d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; clan 
e. pencabutan sertifikat laik fungsi. 

21 Juni 2022
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Paaal I 
Cukupjclas 

PaaaJ 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Paaal4 
Cukupjelas 

Paaal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

ll. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 

Kota Makassar menjadi kota metropolitan yang terus menerus mengalami 
perrumbuhan dari berbagai lini kehidupan balk pertumbuhan peml)Qngunan 
secara fisik maupun non fisik dalam kontelts kehidupan bcrbangsa clan 
bemepra. Kota Makassar yang merupakan pusat perekonomian kawasan 
Indonesia Timur dengan ting)<at kepe.datan penduduk yang culrup rinSBi menjadi 
faktor pcnycbab tingginya kejedian bcncana kebelcaran. 

Oleh karena lru, dlperlulcan penanggulanpn aecara berdaya guna dan 
berkelanjutan, dikarenal<an potensi kcbakaran pada lcawasan perkotaan dalam 
hal ini kola Malcassar semakin lama semakin meningkat. bahaya bcncana 
tersebut baruslah segera diantisipasi dan ditangani dengan bcrbapi upaya 
penanggulangan yang komprehensif, eistematik, elektif, cfisien, dan 
bcrkclanjutan. 

Terlcbih lagi kota Maka$W sendiri masih jauh dalam mencapai indikator­ 
in<likator tersebut, Hal ini ditandai dcngan tidak selarasnya pembangunan setiap 
aspek kch.idupan dcngan aalah aatu aspek pencegahan bcrupa sistem 
penanggulangiin bcncana kebakaran yang perlu unruk menccgab dan 
mengantisipasi tingginya keruglan aklbat bcncana kebakaran tersebut, 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANOAN BAHAYA KEBAKARAN 

PENJELASAN 
ATAS 

PERAruRAN DAERAH KOTA MAKASSAR 

NOMOR 1 TAHUN 2022
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Pasal 7 
Ayat (l) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat(4) 
Huru!a 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklaeifikasikan 
dalam bahaya kebe.karan bcrat I antara lain : bangunan bawah 
tanah/ bismen, subway, banggar pesawat terbang, pabrik korek 
api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foem karet, 
pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik .. '001 kayu, 
tempat yang menggunakan Ouida hidrolik yang mudah terb&lcar, 
pabrik pcngecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baJru 
yang mempunya.i titik nyala 37,9•c (tOO•F), pabrik tekstil, pabrik 
benang, pabrik yang menggun.akan bahan pelapis denpn foam 
plastik (upholstering with plastic roams). 

Hurufb 
Yang dimaksud denpn bangunan gedung yang diklasifikasibn 
dalam bahaya kebakaran berat n antara Jain : pabrik selulosa 
nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpoan baban 
berbahaya. 

Ayat (3) 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran Sedang I antara lain : 
Pabrik clektronik, pabrik roti, pabrik permata, dan lain-lain. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran Sedang II antara lain: 
Pcnggilingan padi, bcngkcl mesin, pabrik tembakau, dan lain-lain. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan bahaya kebaka.ra.n Seclang Ill antara lain : 
Pabrik makanan, pabrik lauung. pergudangan, dan lain-Iain, 

Ayat (2) 
Hurufa 

Yang dimaksud denpn bahaya kebakaran ringan, yaitu Tempat 
kerja yang memiliki jumlah serta kemudahan terbakar rendah, 
serta jika terjadi kebekaran mclepaakan panas rendah. hingga 
menjalarnya api lambat, Contoh : Tempat Beribadah, Gedung 
Perkantoran, Oedung Perhotelan, dan Jain-lain. 

Hurufb 
Yang dlrnaksud dengan bahaya kebe.karan acdang. yaitu Tempat 
kerja yang memiliki jumlah serta kemudahan terbakar '""'•n& 
menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter, serta 
jika terjadi kebakaran melepaskan panes aec1ang. hingga 
mcnjalarnya api sedang. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran berat, ya.itu Tempat 
kerja yang memiliki jwnlah serta kemudahan terba.kar tinggi, 
menyimpan bahan cair, oerat atau behan yang lain serta jika 
terjadi kebakaran api.nya cepet mcnjadi membesar denpn 
melepas pans.a tinggi, hi.ngga menjalamya api cepat. 
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Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Ayat (I) 

Kewajiban menyedinkan sarana penyelamatan jiwa dimak.sud tidal< 
termasuk bangunan perumahan. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (S) 
Cukupjelas 

Ayat (6) 
Cukupjclas 

Ayat (7) 
Cukupje!as 

Ayat (8) 
Cuku p jclll8 

Ayat (9) 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Ayat (!) 

Yang dimaksud dengan bahan berhahaya antara lam : hahan pedat 
mudah menyala secara spontan, sclulosa, bensin, p.s LPG, korek api, 
bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah 
terbakar. 

Ayat (2) 
Cukup jela.s 

Ayat (3) 
Culrup jelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Hurufb 
Yang dimalcsud dengan kendaraan bcrmotor khusus adalah 
kendaraan yang khusus menganglrut behan berbahaya. 

Pasal 8 
Ayat (I) 

Hurufa 
Yang dimaksud dcngan kendaraan bermotor umum seperti Bus 
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Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasa] 15 
Ayat (1) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan tipe A adalah konetruksi yang unsur 
struktur pembentu.knya tahan api dan mampu menahan seeara 
struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini tcrdapat 
komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah 
penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dindingyang 
mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang 
bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam. 

Ayat (2) 
CukupJelas 

Ayat (3) 
CukupJelas 

Pasa! 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Hurufa 

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan 
terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan 
pengaturan komponen bangunan gcdung dari aspek arsitektur 
dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi 
penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran 
meliputi antara lain bahan bangunan gedu.ng, konstruksi 
bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti 
api {fire stop), pelapis tahan api {fire retardant), dan lain-lain yang 
berfungsi untuk mencegah clan membatasi penyebaran 
kebakaran, asap clan kerunr:uhan sehingga: 
1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk 

melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh 
penyebaran api dan asap kebakaran; 

2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran 
beroperasi. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan 
terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan 
peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, 
digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran 
dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu 
digunakan dalarn melaksanakan penangguJangan awal 
kebakaran, mellputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler 
ctomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift 
kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali 
asap, ventilasi, pintu tahan api otomatik dan pusat pengendali 
kebakaran. 



Paaal 18 
Cukupjelas 

Paaal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukupjelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Paaal 24 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Cukupjelas 

Paaal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 
Cukupjclaa 

Pasal 16 
Kompartemcrtisaai adalab usaha untuk meneegah penjalaran a.pi dengan 
membuat pembatas dinding, Ja.ntai, kolom, balok yang tahan cerha.dap api 
untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu hahan tahan api 
digunakan untuk penurup buk••n sepertijendela. lift, safpipa., safkabel 
dan lain-lain. 

Aya.t (2) 
CukupJelas 

Hurufb 
Yang dimalcsud dengan tipe B adalah lconatrukai yang elemen 
struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah 
penjaJaran kebakaran kc ruang-ruang bersebelahan di dalaJn 
bangunan, dan dinding luar mampu mcncegah penjalaran 
kel>Akaran dari luar bangunan sekurang-lcu.rangnya 2 (dua) jam. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan tipe C adaloh konatruksi yang lcomponen 
struktur bangunannya dari bahan yang tahan api aekurang­ 
kurangnya V* (setengah) jam serta tidal< dimaksudkan unruk 
mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran. 
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Cukupjelas 
Pasal 31 

Ayat (1) 
CUlcup Jelas 

Ayat (2) 
CUlcup Jelas 

Ayat (3) 
CUlcup Jelas 

Ayat (4) 
Pruarana dan aarana penanggu1arlgan keb&karan antara Jain : rum-.n 
halaman, tandon air, pos pcmadam kebakaran, mobil pemadam 

Paaal 30 

Ayat (3) 
CUlcup Jelas 

Paaal 29 
Ayat (I) 

Yang dimalcsud denpn ruangan atau bagian bangunan yang berisi 
barang dan peralatan kbuaua antara lain : ruang araip, ruang komputer, 
inatalasi listrik, panel liatrik, ruang generator, gas turbin, instalasi 
pembangkit tenaga Jlatri.k, ruang khasanah dan bahan kjmia, 
Yang dirnaksud instalasi pemadam kbusus pada gedung fire :sprinkler 
system adalah sebuah pemadam lcebe.karan yang mendetekai adanya 
lcebekatan dengan perubaban suhu, alarm, dan sistem kebakaran akan 
otomatis akti! jika ditemukan suhu yang lebih panas dari biasanya, 
Alat Pemadam Kebakaran berdaaark:an bcntuk dan instala5inya terdiri 
atas 3 jenis yaitu: 
I. Alat pemadam api yang dirakit secara tetap pada bangunan/gedung 

!fored fire extinguishing system) 
2. Alat pcmadam api yang dirakit secara tetap pada kendaraan (fix*1 

mobils fire appliances) 
3. Alat pemadam api yang mudah dibewa (J10ltablB fire~ 

Ayat (2) 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (total 
flooding) adalah sistem pemadaman yang d.irancang untuk 
melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tenurup sehingg;i 
mampu menghasilkan konaenuasi cukup untuk memadamkan api 
seluruh volume ruang. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan sistem pemadaman aetempet (local 
application) adatah aistem pemadarnan yang dirancang untuk 
melepaskan bahan pemadam gas langsung terbadap kebakaran 
yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memilikl penurup 
ruang atau hanya sebagian tcrtutup, dan tidak perlu 
menghasilkan konsentrasi pemadam untuk aeluruh volume ruang 
yang terbakar. 
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CukupJclas 
Pasal 36 

CukupJclas 
Pasal 37 

Cukup Jelas 
Pasal 38 

Cukup Jelas 
Pasal 39 

CukupJelas 
Pasal 40 

Cukupjelas 
Pasal 41 

Ayat (1) 
Huruf a 

CukupJelas 
Hurufb 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Ayat (2) 
CukupJelas 

Ayat (3) 
CukupJclas 

PaaGI 32 
Cukup Jelas 

Pasal 33 
CukupJelas 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Hurufa 
CukupJelas 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan alat isolaai w.mpehan adelah alat 
pengisolaai tumpahan bahan apabila terjadi kccclabsn yang 
menga.kibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya. 

Hurufc 
Cukup Jelas 

Hurufd 
CukupJelas 

Hurufe 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
CukupJelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

kcbe.karan, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Dinas 
Pemadam Kebakaran. 



Pasal 46 
Ayat (1) 

CukupJelas 
Ayat (2) 

CukupJelas 
Ayat (3) 

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang 
terkait dengan penyelenggararan bagunan gedung untuk memberikan 
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rcncana teknis 
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan 
masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan 
gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus 
per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tenentu 
terse but. 

Tim Abli Bangunan Gedung ('I'ABG) ditetapkan dengan Keputusan 
W alikota yang terdiri dari: 
a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan; 
b. Bidang strukmr dan konstruksi; dan 
c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung. 
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Pasal 42 
CukupJelas 

Pasal 43 
CukupJelas 

Pasal 44 
CukupJelas 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Bahan/Komponen Proteksi Pasif, yaitu seperti komponen tangga 
darurat, pintu kebakaran, lift kebakaran, bahan bangunan tahan 
panas d11. 
Bahan/Komponen Proteksi Aktif, yaitu seperti sistem hydran, hose reel, 
sistem sprinkler dan pemadam api ringan. 

Ayat(2) 
CukupJelas 

Ayat (2) 
CukupJelas 

Hurufc 
Yang dirnaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang 
terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak SO (lima 
puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir. 

Hurufd 
CukupJelas 

Hurufe 
CukupJela8 

Huruff 
CukupJelas 
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Pasal 49 
Cukupjelas 

Pasal 50 
Cukupjelas 

Pasal 51 
Cukupjelas 

PasaJ 52 
Cukupjelas 

Pasal 53 
Ayat (1) 

CukupJelas 

CukupJelas 

Pasal 48 
Ayat (1) 

CukupJelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah 
Sertiftkat yang diterbitkan oleh Dinas yang diberikan kepada pemilik, 
pengguna dan/ atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan 
telah memenuhi persyaratan keselamatan kebaka:ran berdasarkan basil 
pemeriksaan dan pengujian. 

Ayat (3) 
CukupJelas 

Ayat (4) 

Pasal 47 
Ayat (!) 

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan 
gedung yang telah dimanfaatkan. 
Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau 
badan hukurn yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melakaanakan 
pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesu.ai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup Jclas 

Ayat (3) 
CukupJelas 

Ayat (4) 
CukupJelas 

CukupJelas 

Ayat (4) 
CukupJelas 

Ayat (5) 
CukupJelas 

Ayat (6) 
Cukup -Jelas 

Ayat (7) 



Pasal 54 
Cukupjclaa 

Pasal 55 
Cukupjelas 

Pasal 56 
Cukupjelao 

PasaJ 57 
Cukupjelaa 

eyat (2) 
Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Ungkungan 
(SKKL) adalah suatu sistcm pengelolaan sumber daya lingkungan dalaxn 
ranglca mewujudkan kcselamatan dan kcamanan lingkungan dari 
bahaya kcbakaran. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dimeksud dengan Relawan f'emadam Kebakaran adalah 
enggota masyarakat di wilayah Kota Makasser yang tclah diberikan 
ketcrampilan khusus tcntang pe:nccgahan dan penanaguJangan 
kcbakaran yang dcngan sukarela mcmbantu mela.k.sanakan tugi>s 
pcmadaman kcbakaran. 

Ayat (4) 
Yang clim.aksud dimakaud dengan Forum Komunikalli Kebakaran ad•lah 
wadah bagi anggota masyarakat yang tcrdiri dari orang peneorangan, 
tokoh masyaraket, akadcmisi, praktisi. pemerhati clan pcnguseha, yang 
pcduli untuk melakukan upaya-upaya tcrbadap masalah pcoccgahan 
clan pcnanggulangiln kebakaran. 

Ayat (5) 
CukupJelas 
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